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Abstrak
 

Dana Desa merupakan hak setiap desa dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan

dalam APBN kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Sebagian besar wilayah Desa di

Kabupaten Serdang Bedagai termasuk dalam wilayah perkebunan. Dengan adanya SILPA pada desa-desa

yang berada dalam wilayah perke-bunan maka dapat dipastikan bahwa penggunaan dana desa tidak

maksimal di wilayah perkebunan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya wewenang aparatur

desa dalam penggunaan dana desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Fokus penelitian ini adalah

tentang penggunaan dana desa pada desa yang berada dalam wila-yah perkebunan di Kabupaten Serdang

Bedagai. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan dalam penggunaan dana desa

pada desa yang be-rada dalam wilayah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif.

Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah

Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pem-bangunan infrastruktur menggunakan dana desa secara

langsung tanpa izin dari pihak perusahaan perkebunan selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah

perke-bunan tersebut. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi penggunaan dana desa yang tidak

maksimal seperti sebagian besar aparatur desa yang juga merupakan karya-wan aktif di perkebunan

sehingga sebagian besar waktunya tersita untuk bekerja sebagai karyawan. Saran yang dapat diberikan dari

penelitian adalah Pemerintah Pusat perlu mengatur kebijakan mengenai desa yang berada dalam wilayah

perkebunan, karena desa yang berada dalam wilayah perkebunan juga berada dalam kawasan HGU yang

dikuasai langsung oleh Negara.

......The Village Fund is the right of every village and is an obligation of the Central Gov-ernment which is

allocated in the State Budget and then transferred to the Village Treasury Account. Most of the village area

in Serdang Bedagai Regency is included in the plantation area. With the existence of unspent funds at end of

fiscal year in villages located in plantation areas, it can be ascertained that the use of village funds is not op-

timal in the plantation area. One of the causes is the lack of authority of village officials in using village

funds to carry out infrastructure development. The focus of this research is about the use of village funds in

villages located in the plantation area in Serdang Bedagai Regency. The purpose of this study was to analyze

the implementation of poli-cies in the use of village funds in villages located in the plantation area in

Serdang Bedagai Regency and the factors that influence it. This study uses a post-positivist ap-proach with

descriptive research type. Data were collected using in-depth interviews and literature studies. The result is

that the Village Government cannot carry out infra-structure development using village funds directly

without permission from the planta-tion company as the holder of the cultivation rights title on the

plantation land. In addi-tion, there are other factors that affect the use of village funds that are not optimal,

such as most village officials who are also active employees on plantations, so most of their time is spent
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working as employeesThe suggestion that can be given from the research is that the Central Government

needs to regulate policies regarding villages that are in plantation areas, because villages that are in

plantation areas are also in the cultivation rights title areas which are directly controlled by the State.


